
SEKDA 
ASISTEN 

EKBANG 

KEPALA 

BPPKAD 

KEPALA 

DPUPR 

KABAG 

UMUM 

KABAG 

HUKUM 

      

 

 

BUPATI MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MAGELANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu 

jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

  b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, pemberian Izin Mendirikan Bangunan milik 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak termasuk obyek 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

SALINAN 
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 
3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 53); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

dan 

BUPATI  MAGELANG 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 
2012 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 

 

Pasal I 

 
Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2009 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27); 

b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 

3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 53); 

diubah sebagai berikut: 

 
Pasal 4 

 

(1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian IMB untuk membangun baru, 
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan 

prasarana bangunan gedung. 

(2) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan 
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap 

sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap 

memperhatikan KDB, KLB, ketinggian bangunan, dan pengawasan penggunaan 
bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat 

keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 

(3) Tidak termasuk objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pemberian IMB untuk  bangunan gedung atau prasarana bangunan 
gedung milik: 

a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan 

b. Pemerintah Desa kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. 

  
 

Ditetapkan  di  Kota Mungkid 

pada tanggal 28 Mei 2020 

 
BUPATI  MAGELANG, 

               

ttd 
 

ZAENAL ARIFIN 

Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 2 Juni 2020 

 

SEKRETARIS  DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 

ttd 

 

ADI WARYANTO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 3  

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,  

PROVINSI JAWA TENGAH: : (3-50/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

 
SARIFUDIN, S.H. 

Pembina  

NIP. 196702121993121001 
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PENJELASAN  

ATAS 
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

NOMOR 3 TAHUN 2020  

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 

I. UMUM 

 
Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak termasuk 

obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu, pemberian Izin Mendirikan Bangunan 
milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah khususnya yang digunakan untuk 

pelayanan jasa umum dan jasa usaha masih menjadi obyek Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan. Untuk itu ketentuan mengenai pengecualian obyek 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang tercantum dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

perlu dihapus.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

 Cukup jelas. 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 69  
 

 

 


